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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikatakan belum efektif dalam pembatasan 

praktek kartel di Indonesia dikarenakan terdapat pasal-pasal yang sudah tidak 

relevan lagi dengan kondisi masyarakat saat ini, diantaranya ialah sebagai berikut: 

1. Mengenai pengertian “pelaku usaha” yang tidak mencakup badan usaha 

asing yang memungkinkan untuk melakukan praktek kartel dengan pelaku 

usaha di Indonesia sehingga tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat ini. 
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2. Mengenai sanksi yang dipandang relatif ringan yang jumlahnya tidak 

sebanding dengan keuntungan yang diperoleh para pelaku usaha. Hal ini 

dapat dilihat dari banyak contoh kasus yang terjadi di lapangan. Hal ini 

tentu saja menyebabkan pelaku kartel tidak mengindahkan larangan 

praktek kartel ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

3. Mengenai perumusan Rule of reason dalam pasal 11 tentang kartel, 

menyulitkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam hal 

pembuktian karena banyak pelaku kartel yang bersembunyi dibalik 

asosiasi-asosiasi dengan nama tertentu sehingga kesulitan untuk 

mendapatkan data sebagai bukti adanya praktek kartel yang sebagian besar 

berada ditangan para pelaku usaha.  

B. SARAN 

Diharapkan agar dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

khususnya pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat 

saat ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Pasal 1 Angka 5 yang mengatur mengenai pengertian pelaku usaha, agar 

diperluas dengan mencakup badan usaha asing yang mendirikan usaha di 

luar wilayah Republik Indonesia dalam hal apabila badan  usaha asing 

tersebut ingin bekerjasama dengan pelaku usaha atau badan usaha di 
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Indonesia harus mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni 

Undang-Undang Persaingan Usaha. Seperti misalnya dalam pasal dimuat 

kata “baik kerjasama secara langsung maupun secara tidak langsung”, 

kerjasama tidak langsung ini memiliki arti bahwa pelaku usaha baik orang 

perseorangan atau badan usaha yang mendirikan usaha di wilayah 

Republik Indonesia yang bekerjasama dengan orang perseorangan atau 

badan usaha asing yang mendirikan usaha di luar wilayah Republik 

Indonesia. Sehingga badan usaha asing  yang mendirikan usaha di luar 

wilayah Republik Indonesia dapat dijerat dengan Undang-Undang 

Persaingan Usaha Indonesia. 

2. Pasal mengenai sanksi. Aturan mengenai sanksi yang diatur pada Pasal 47, 

48 dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diperberat dengan 

menambah nominal denda yang akan dikenakan apabila melanggar 

larangan praktek kartel. 

3.  Dalam Pasal 11 tentang kartel karena dirumuskan secara rule of reason, 

maka harus ada mekanisme yang dapat memudahkan KPPU untuk 

memperoleh data dari pelaku usaha maka perumusan yang demikian harus 

diikuti dengan kewenangan KPPU yang lebih kuat lagi agar tidak terjadi 

hambatan-hambatan dalam melakukan evaluasi untuk membuktikan 

adanya praktek kartel dan dapat menjangkau para pelaku usaha yang 

melanggar Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha. Kewenangan 
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KPPU diperkuat dengan seperti misalnya menambah kewenangan KPPU 

itu sendiri yakni kewenangan menggeladah, dengan adanya kewenangan 

ini maka KPPU dapat memperoleh data secara lebih leluasa karena selama 

ini KPPU hanya terbatas pada data atau informasi yang diberikan oleh para 

pelaku usaha yang diduga terlibat praktek kartel, sementara pada 

kenyataannya sangat tidak mungkin para pelaku usaha tersebut 

memberikan data-data yang menunjukan bahwa para pelaku usaha telah 

melakukan praktek kartel. Hal ini dikarenakan memang tidak ada 

kewenangan KPPU untuk melakukan penggeladahan sementara KPPU 

sendiri merupakan lembaga super body atau setidaknya dibantu oleh pihak 

lain karena kartel memiliki sifat tertutup dan terbatas sehingga sulit untuk 

ditembus oleh pihak lain. Maka demikian KPPU sebagai lembaga yang 

memiliki kuasi yudikatif dan juga kuasi legislatif  hendaknya membuat 

regulasi atau dasar hukum baru sebagai landasan hukum bagi KPPU untuk 

bertindak khususnya dalam pembatasan praktek kartel. 

4. Hendaknya pemerintah membuat regulasi baru yang mengatur mengenai 

asosiasi secara lebih terperinci khususnya mengenai asosiasi dagang karena 

asosiasi pada umumnya merupakan cikal bakal dari praktek kartel itu 

sendiri sehingga praktek kartel yang bersembunyi dibalik asosiasi dapat 

dijerat dengan regulasi yang baru tersebut. 
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